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Abstrak
 

Hakikat tujuan pembangunan pedesaan adalah mengubah secara sadar dan bertahap tatanan kehidupan

warga masyarakat desa dari sistem nilai tradisional ke arah sistem nilai modern. Atau dengan kata lain,

pembangunan pedesaan adalah suatu proses modernitas kehidupan masyarakat desa yang dilakukan secara

terpola dan terarah untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, dimana arti

dan fungsi nilai-nilai teori (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) dan nilai-nilai ekonomi

(kesejahteraan masyarakat) menjadi lebih dominan dari nilai-nilal lainnya.

<br /><br />

Dalam pelaksanaannya, tujuan pembangunan desa ternyata masih jauh dari kenyataan yang diinginkan.

Hasil pembangunan pedesaan tampaknya belum merata, dan bahkan terdapat indikator yang menunjukan

bahwa gerak pembangunan pedesaan terkesan lamban bila dibandingkan dengan gerak pembangunan

perkotaan. Berangkat dari pemikiran inilah, penulis mencoba mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan

desa dengan mengambil studi kasus di Desa Kota Baru Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat Sumatera

Selatan.

<br /><br />

Secara umum, dari hasil observasi dan studi pustaka yang dilakukan selama penelitian berlangsung,

menunjukkan adanya distorsi pembangunan yang disebabkan oleh kemandegan fungsi kelembagaan

masyarakat desa khususnya di Kota Baru. Persoalan ini muncul berawal dari penerapan UU No. 5 Tahun

1979 tentang pemerintahan desa yang kemudian disusul dengan kepmendagri No.27 Tahun 1984 tentang

susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Keberadaan undang-

undang tersebut ternyata telah mendisfungsikan kelembagaan masyarakat yang semestinya demokratis,

aspiratif dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Akibatnya kemudian adalah berhentinya fungsi

LMD dan LKMD sebagai lembaga pengambilan keputusan dan perencana pembangunan di desa sebagai

representasi kebutuhan masyarakat.

<br /><br />

Dari hasil observasi di desa Kota Baru menunjukkan bahwa, pola perencanaan top-down dalam

pembangunan pedesaan yang dipraktekkan sejak orde baru ternyata kurang efektif dalam upaya membangun

dan memberdayakan masyarakat desa sebagai obyek sekaiigus subyek pembangunan.

<br /><br />

Dari hasil penemuan tersebut, maka penulis mencoba menyarankan untuk dilakukannya reformasi

kelembagaan masyarakat di desa Kota Baru, agar lebih demokratis, aspiratif terhadap kebutuhan

masyarakat, serta berkualitas dalam pengertian bahwa aparatur yang duduk di kelembagaan tersebut

memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam merencanakan dan mengambil kebijakan dalam rangka

mensukseskan pembangunan desa di Kota Baru Kabupaten Lahat Sumatera Selatan sesuai dengan aspirasi

dan kebutuhan rill masyarakat desa Kota Baru.
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